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ABSTRAK

AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
ANGGI GITA WAHYUDI
NPM: 1602090072

Tinjauan hukum Muamalah dalam praktik jual beli dapat dilihat melalui
hukum, objek, maupun bentuk pertukaran barang yang dijual maupun yang dibeli.
Praktik jual beli terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satu contohnya ialah jual
beli dengan menggunakan sistem borongan. Sistem borongan disini adalah jual
beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk
berdasarkan perkiraan, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli
borongan ini juga merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para
sahabat pada zaman Rasulullah SAW.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan semakin kompleksnya
permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, praktik bermuamalah pun
juga mengalami perubahan sehingga permasalahan permasalahan baru pun
bermunculan. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, ada beberapa penjual yang menjual
barang dagangannya berupa sayur-sayuran dengan menggunakan sistem
borongan.

Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa contoh
sampel sayuran dari sekian banyak sayur-sayuran yang tertumpuk diatas terpal
yang digelar di pelataran pinggiran Pasar Taman Cari. Tujuannya ialah untuk
melihat bagaimana kondisi dan kualitas sayur-sayuran yang dijual oleh pedagang
sayur-sayuran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat
hukumnya praktik jual beli syur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di
Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan
sifat penelitian ini yaitu Deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber
data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
tekhnik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara
deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik jual beli sayur-sayuran
dengan sistem borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo,
Kabupaten Lampung Timur ini terdapat 2 unsur akibat hukum yang terjadi pada
praktik jual beli ini. Akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik jual beli sayur-
sayuran dengan sistem borongan ini yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan
Hukum karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mengarah pada bentuk
Wanprestasi dan juga Perbuatan Melawan Hukum.
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sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa :

29)

! Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV.
Diponegoro, 2005), 65
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kaitannya dengan hukum Muamalah, Allah SWT telah menciptakan
manusia untuk dapat saling tolong-menolong, agar terjadi keharmonisan
sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah

ayat 5 yang berbunyi :2

“Dan saling tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan
tagwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan buruk (berdosa)
dan melanggar. Dan bertagwalah kamu sekalian hanya kepada Allah SWT,

sesungguhnya Allah SWT sangatlah besar siksa-Nya”.

Tinjauan hukum Muamalah dalam praktik jual beli dapat dilihat
melalui hukum, objek, maupun bentuk pertukaran barang yang dijual maupun
yang dibeli.* Praktik jual beli terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satu
contohnya ialah jual beli dengan menggunakan sistem borongan. Sistem
borongan disini adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau

ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan, dan telah disepakati oleh

2 Q.S. al-Maidah (5): 2.

* Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Qur“an Terjemah” (Depok: Al- Huda Kelompok
Gema Insani, 2002) him. 107.

* Masjfuk Zuhdi, “Studi Islam” (Jilid 111 Muamalah) cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1993), him. 2.



kedua belah pihak. Jual beli borongan ini juga merupakan salah satu sistem

jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW.>

Sebagaimana yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, ada beberapa penjual yang menjual
barang dagangannya berupa sayur-sayuran dengan menggunakan sistem
borongan. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa
contoh sampel sayuran dari sekian banyak sayur-sayuran yang tertumpuk
diatas terpal yang digelar di pelataran pinggiran Pasar Taman Cari. Tujuannya
jalah untuk melihat bagaimana kondisi dan kualitas sayur-sayuran yang

berasal dari para petani sayuran di Desa Taman Cari dan sekitarnya.’

Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli dengan sistem borongan
ini hanyalah melalui lisan dan kepercayaan saja. Apabila kedua belah pihak
telah menjalin kesepakatan berupa ijab dan gabul, selanjutnya pihak penjual
akan memberikan nota kepada pihak pembeli yang berisi keterangan jenis
sayuran dan jumlah nominal harga yang harus dibayarkan sesuai dengan
kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat perjanjian.

Proses pembayaran dalam jual beli sistem borongan ini biasanya tidak
langsung diserahkan kepada pihak pembeli, melainkan pembayarannya
dilakukan diakhir setelah sayur-sayuran tersebut telah diangkut ke dalam bak

mobil Pick Up milik pembeli tersebut. Namun, pada masa pembayarannya,

® Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fikih Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), 147

® Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo,
Kabupaten Lampung Timur. Ibu Suwarni, tanggal 5 September 2021



jumlah nominal harga penjualan sayur-sayuran tersebut diturunkan oleh pihak
pembeli. Alhasil, mengenai nominal harga yang harus dibayarkan pihak
pembeli kepada pihak penjual tidak sesuai dengan yang telah disepakati pada
saat perjanjian. Praktik jual beli sistem borongan seperti ini memang sering
terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung
Timur, dan sampai sekarang belum ada perubahan.’

Berdasarkan kenyataan tersebut, praktik jual beli sayur-sayuran
dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini telah terjadi
suatu akibat hukum, yaitu dalam bentuk Wanprestasi atau ingkar janji.
Namun jika dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari transaksi jual beli
tersebut, praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan ini juga
dapat dikatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

Sehingga, guna mengetahui apa akibat hukum yang terjadi pada
praktik jual beli sistem borongan ini, baik dalam bentuk Wanprestasi, ataukah
bentuk Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan hal tersebutlah penulis
tertarik melakukan kajian berupa penelitian yang terjadi pada praktik jual beli

sistem borongan tersebut dengan judul :

“Akibat Hukum Jual Beli Sistem Borongan”. Study Kasus Sayur-Sayuran Di
Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.®

B. Pertanyaan Penelitian

7 Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo,
Kabupaten Lampung Timur. Ibu Suwarni, tanggal 5 September 2021.

8 Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur Ibu Sumarni pada tanggal 5 September 2021



Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, terdapat pokok
permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu : “Apa akibat hukumnya
praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar
Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk melihat dan
mengetahui apa akibat hukumnya praktik jual beli sayur-sayuran dengan
sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat penelitian :

11. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
keilmuan dan besar harapan dapat dijadikan bacaan yang bermanfaat
serta refrensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan
informasi terkait dengan praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem
borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten

Lampung Timur.

12. Secara Praktis
1. Bagi masyarakat luas
Memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait akibat
hukum jual beli dengan sistem borongan yang sesuai dengan
hukum yang berlaku.

2. Bagi penjual dan pembeli sayur-sayuran



Besar harapan penelitian ini dapat berguna bagi pihak
penjual dan pihak pembeli sayur-sayuran agar dapat
mengaplikasikan transaksi jual beli sistem borongan yang sesuai

dengan hukum yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Penelitian Relevan
Penelitian yang relevan menjadikan penguat akan hasil yang akan
didapat dari penelitian ini. Pengkajian yang dilakukan pada hasil penelitian
yang telah dilakukan orang lain selain sebagai penguat juga sebagai
pembanding dari hasil yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.

1. Aiza Alya Shova berjudul Wanprestasi dalam Jual Beli Padi dengan
Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak
Tahun 2015/2016). seorang mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan jual beli yang
telah melakukan transaksi dengan petani padi saat butir padi sudah
nampak dan dapat dilihat namun belum waktunya untuk memanen,
dengan membayar uang muka. Sesudah melakukan pembayaran
tersebut, proses pemanenan dilakukan setelah padi siap dan layak untuk
dipanen.

Dari uraian diatas maka dalam skripsi ini menjelaskan apakah
mekanisme sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa
Melaten, Kabupaten Demak dapat dikatakan sudah sesuai hukum
ekonomi islam

2. Abdul Kholik Syafa’at dan Rohmatullah melakukan kajian dengan



judul Analisis Akibat Hukum Jual Beli Padi dengan Sistem Borongan di
Dusun Kelir, Desa Bunder, Kecamatan Kebat, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur. Proses yang dilakukan dalam jual beli tanaman padi
dengan menawarkan tanaman oleh pihak pertama atau penjual kepada
pihak kedua atau pembeli, kemudian pembeli akan melakukan survey
untuk melihat langsung supaya dapat memperkirakan harga tanaman
padi, kemudian adanya proses tawar-menawar harga sampai ada
kesepakatan antara kedua pihak. Selanjutnya pemborong akan
memberikan uang muka kepada petani untuk dijadikan tanda jadi jual
beli dan akan dilunasi saat padi usai dipanen.

Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini
agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada praktik jual
beli pertanian khususnya tanaman padi dengan sistim borongan di
Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
dan mengetahui bagaimana Tinjauan menurut Hukum Ekonomi Islam.

. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli
Bawang Merah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa
Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes). Kebanyakan yang
terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh masyarakat umumnya di desa
Larangan terkait hasil pertanian mengunakan sistim tebasan, salah
satunya yaitu tanaman bawang merah. Adanya ketidakjelasan antara
penjual dan pembeli dalam transaksi ini maka dalam penelitian ini

mengkaji akan pandangan masyarakat terkait dengan jual beli tebasan



atau borongan dan melihat hukum ekonomi islam dalam
mengaplikasikan jual beli yang telah dilakukan di desa tersebut.
Penelitian-penelitian relevan diatas memiliki persamaan dengan
penelitian peneliti, yaitu sama-sama mencari apa akibat hukumnya praktik
jual beli borongan yang dilakukan di Desa Milaten. Sedangkan
perbedaannya yaitu dalam penelitian relevan diatas apakah akibat
hukumnya jual beli di Kelir terdapat unsur Wanprestasi. Sedangkan dalam
penelitian ini membahas tentang apa akibat hukum jual beli sayur-sayuran
dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan

Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI DAN SISTEM BORONGAN

1. Pengertian Jual Beli Borongan

Jual beli borongan adalah jual beli yang tidak menggunakan
timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan, dan
telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik jual beli dengan sistem
borongan ini terjadi pada jual beli dengan skala besar, yang mana barang
yang diperjualbelikan jumlahnya sangatlah banyak, atau objek satuan
barang sangat kecil, sehingga akan menyulitkan untuk dilakukan proses
penimbangan terhadap objek barang tersebut.’

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai
Al-Jizaf, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan
dihitung. Jizaf secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak.
Menurut Imam Syaukani, jual beli borongan (Al-jizaf) merupakan sesuatu
yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya.*

Dalam hal ini jual beli jizaf juga disama artikan dengan jual beli
borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar,
ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Jual

beli dengan sistem borongan ini merupakan pengecualian dari hukum asal

® http://kbbi.web.id/jualbeliborongan. Diakses pada tanggal 23 juni 2021.
* Ibid.



jual beli tersebut, tentunya hal ini melihat kebutuhan umat manusia yang
mendesak.™
2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan
Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli al-jizaf.
Ibnu qumadah menambahkan akad al-zijaf boleh dikatakan atas subroh
kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara
penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak
ada perdebatan Ulama atas transaksi ini. Para Ulama sepakat atas di
bolehkannya al-jizaf atau taksiran berdasarkan hadist Rasulullah SAW :*?

d&u@c&\‘f.a))mu;%p ‘_Am‘m‘ O35 Ul 5 &0 Ge aledall (5 i3 K

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para
sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang
kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat

belinya.” (HR. Muslim: 1526).

Sisi pengambilan hukum dari hadist tersebut, adalah bahwa jual
beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang
dilakukan Sahabat pada zaman Rasulullah SAW, dan beliau tidak
melarangnya, hanya saja beliau melarangnya menjual kembali sampai
memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan tagriri (persetujuan)

beliau atas bolehnya jual beli dengan sistem borongan atau taksiran.

! Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fikih Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008) hal. 147.

12 Departemen Agama Republik Indonesia, “4/-Quran dan Tafsir” (Jakarta: Lentera
Abadi, 2010), Jilid I, 421-423
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Seandainya terlarang pasti Rasulullah SAW pasti melarangnya, dan tidak

akan menyatakan hal tersebut diatas.™

Makna dari & »adalah jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang,
dan tanpa ukuran tertentu, akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan
inilah makna jual beli borongan. Sisi pengambilan hukum dari hadits ini,
adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem
jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah

SAW dan beliau tidak melarangnya.

Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai
memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan tagriri (persetujuan)
beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti
Rasulullah SAW akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di
atas. Al-Hafizh lbnu Hajar berkata : “Hadits tersebut menunjukkan bahwa
jual-beli makanan dengan sistem taksiran, hukumnya boleh”. Imam lbnu
Qudamah pun juga berkata : “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan

.14
dalam masalah ini.”

Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada

tujuh, yaitu:

1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang

melakukan akad. Ulama hanafiyah, syafi“iyah, dan hambali sepakat

Y Muhammad Syamsudin, “Ketentuan Jual Beli Borongan dalam Islam ™. Diakses pada
21 oktober 2021.
™ Ibid.
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dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur jahalah dan gharar
dapat dieliminasi.

2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli,
baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungananya. Imam ahmad
menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak
perlu menjualnya dengan al-jizaf, dengan kondisi dia mengetahui kadar
transaksi, maka jual beli sah dan bersifat dzlaim dan makruh tanzih.

3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per
satuan, akad al-jizaf diperbolehkannya atas sesuatu yang bisa ditakar
atau ditimbang, seperti biji bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan
sejenisnya. Jual beli al-jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian,
kendaraan, dan yang dapat dihitung satuanya.

4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian
penaksiran. Akad al-jizaf tidak bisa dipraktikan atas objek yang
ditaksir, madzhab syafi“i sapakat atas syarat ini.

5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan
tidak boleh terlalu dikit, sehingga mudah diketahui kuantitasnya.

6. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata,
sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka
kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya

tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
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7. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak
diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara
jelas kadarnya dalam satu agad.™

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan

1. Rukun Jual Beli Borongan

Rukun jual beli dengan sistem borongan ini secara umum sama
dengan rukun jual beli yang berlaku pada umumnya. Menurut jumhur
ulama’ terkait rukun jual beli secara borongan yaitu : terdapat penjual
(ba’i), adanya pembeli (mustari’), terlaksananya ijab gabul (akad

sihgat), dan adanya benda maupun barang (ma’'qud ‘alaih).*®

2. Syarat Jual Beli Borongan
Syarat dalam jual beli borongan yang telah disepakati oleh
ulama’ figih madzhab malikiyah dan juga pendapat para ulama’ figh
madzhab lainnya, antara lain :

a. Objek nya tampak secara jelas saat melakukan ijab gabul. Namun
ini bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak
diantara tumpukan itu, maka masih sah untuk diperjualbelikan,
dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh
pembeli.

b. Jual beli yang dilakukan secara besar (banyak) bukan satuan.

c. Jual beli ini tidak berlaku atas barang berupa kendaraan, pakaian,

> Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Figih Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 169.
'® Wahbah Al-Zuhaili, “al-Figih al-Islami”. Volume 6. Diakses pada 18 oktober 2021.



13

alat elektronik yang memiliki harga jual berupa satuan.

d. Objek barang yang terlalu banyak atau terlalu kecil, sehingga
mempersulit memprediksi jumlah dan takarannya.

e. Tempat menaruh objeknya harus rata supaya kadar dari objek
tersebut dapat diperkirakan.

f. Pada satu akad tidak diperkenankan mengumpulkan barang yang
dapat diketahui kadar secara jelas dengan barang yang tidak
diketahui kadarnya secara jelas.

g. Dilakukan oleh orang yang sudah mahir dalam hal memborong,
sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam prediksinya.'’

4. Sistem Borongan Dalam Jual Beli

Sistem jual beli borongan disini adalah jual beli yang pada
praktiknya tidak menggunakan alat ukur apapun untuk mengetahui
seberapa banyak objek barang yang akan diperjualbelikan. Jual beli
borongan ini terjadi karena barang yang diperjualbelikan jumlahnya terlalu
banyak, objek satuannya terlalu kecil, sehingga menyulitkan untuk
dilakukan penimbangan menggunakan alat ukur."®

Pada praktik jual beli sistem borongan, harga terbentuk berdasarkan
perkiraan atau taksiran saja, baik perkiraan pihak penjual, maupun pihak
pembeli. Islam memandang jual beli dengan sistem borongan ini dapat

dikatakan sah namun dapat pula menjadi tidak sah, karena ada syarat-

7 Rachmat Syafei, “Figih Muamalah” (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76-77.

8 Mochamad Zamzam, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli
Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten
Bandung” (Bandung: Universitas Islam, 2019), vol. 5, No 1.
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syarat yang harus dipenuhi dalam sistem jual beli secara borongan ini.**

Pendapat yang rajih (kuat) yang membolehkan jual beli sistem

borongan ini berdasarkan beberapa sebab, di antaranya :

- Jual beli borongan tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena
orang yang sudah berpengalaman dalam hal memborong akan
mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut
meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat tumpukan
sayur-sayuran tersebut maka bisa diprediksikan berapa banyak
sayur-sayuran tersebut, juga dengan mengambil sampel satu
atau dua sayur dari tumpukan sayuran tersebut akan bisa
diprediksikan bagaimana kualitas dari sayur-sayuran yang
diperjualbelikan tersebut.

- Jual-beli borongan sangat dibutuhkan manusia, contohnya yaitu
para petani sayuran yang mempunyai lahan luas, yang akan
sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan menjual secara
eceran skala kecil. Oleh karena itu, kalau diharamkan maka akan
sangat memberatkan, padahal Allah SWT telah mencabut

sesuatu yang berat dari syariat islam.?

B. Akibat Hukum
1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala

¥ Agus Rahardjo, dalam Shabhi Mahmashani, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Secara
Borongan” (Makalah Tahun 2007), hal. 17.
20 Abdul rahman Ghazaly, “Figh Muamalat” (Jakarta: Kencana, 2010), 78
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perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek
hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian kejadian
tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan
atau dianggap sebagai akibat hukum.?

Secara garis besar, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan
oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud, antara lain:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua
atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. %

Pada hakekatnya akibat hukum merupakan suatu peristiwa
yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang
dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan
hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.?

2. Macam-Macam Akibat Hukum

5. Prestasi (Prestatie)

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur,
atau dengan kata lain prestasi merupakan obyek dari suatu perikatan
atau perjanjian. Prestasi juga berarti pemenuhan kewajiban-kewajiban

yang timbul dari hubungan perjanjian. Debitur adalah orang yang

2L A, Ridwan Halim, “Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya jawab” (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1985), hal. 30.

*? R. Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), him. 295.

> Achmad Ali, “Dasar Ilmu Hukum " (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Hal. 67
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melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan. Didalam perjanjian
prestasi merupakan suatu kewajiban kontraktual.*
Kewajiban-kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:
1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yakni:
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 2
2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau
kontrak, yakni:
Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa :
“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak atas berdasar alsan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. %
3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan, yakni:
Pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa: ‘“suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian”. 2
6. Wanprestasi (Wanprestatie)

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa

Belanda “Wanprestatie”. Wan berarti buruk atau jelek dan

4 M. Yahya Harahap, “Segi-Segi Hukum Perjanjian” (Bandung: Alumni, 1986), hal.56.
% pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata

%% |bid, ayat 2 KUHPerdata

?7 pasal 1339 KUHPerdata
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“prestatie” berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang
dalam setiap perikatan. Jadi, Wanprestasi adalah prestasi yang
buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban
yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul
karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-
undang.”®

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana
seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam
perikatan, khususnya perjanjian  (kewajiban  kontraktual).
Wanprestasi  dapat juga terjadi dimana seseorang tidak
melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-
undang.”

Adapun pengertian wanprestasi secara umum adalah
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau
dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi dalam hukum
perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan
kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana
mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan
oleh pihak lawan.®
Bentuk-bentuk Wanprestasi ada 4, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

2 DPP Federasi Advokat Republik Indonesia, “Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum
Wanprestasi”(2017). Diakses pada 23 oktober 2021.

2% Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perikatan” (Bandung: Bina Cipta, 1982) ,hal.20.

%0 ). Satrio, op.cit,hal..314
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sesuai dalam perjanjian.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak
sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian.

3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan, tapi terlambat
atau tidak sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan
dalam perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tersebut tidak
boleh dilakukan. **

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang
berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya

suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,

setelah  dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*®
7. Perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah
perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan
(atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut

undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum

tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam

%! Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum ™ (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Indonesiag, hal.43-46.

%2 pasal 1243 KUHPerdata memerinci ganti rugi yang mencakup biaya (kosnten),
kerugian (schade), dan bunga (intresten).


http://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf
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pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat
adanya alasan pembenar.®

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa:
“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.**

Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan
dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau
mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas
suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk
menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang
tepat.®

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan
terjemahan dari istilah Belanda yaitu onrechtmatige daad. Dalam
istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat
dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang
menimbulkan kerugian pada orang lain, sifat pasif berarti sengaja
diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian

pada orang lain.*

Istilah Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebelum tahun

hal.13.

% Moegni Djojodirdjo, “Perbuatan Melawan Hukum” (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982),

% pasal 1365 KUHPerdata
%% Munir Fuady. “Perbuatan melawan hukum. Pendekatan kontemporer” (Bandung, Citra

Aditya Bakti: 2002). Hal.74.

2021.

% https//m.wikipedia.org/wiki/PerbuatanMelawanHukum. Di akses pada tanggal 17 Juli
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1919 diartikan secara sempit, yaitu tiap perbuatan yang bertentangan
dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, atau tiap
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
yang timbul karena undang-undang.®’

Pada tahun 1919 Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) secara luas ditandai dengan
Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan
Cohen dimana perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan
dengan atau melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum
pelaku, kaidah kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.*®

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam
konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk
Wetboek (BW), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-

perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 39

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai

melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

hal.13.

%" Moegni Djojodirdjo, “Perbuatan Melawan Hukum” (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

%8 Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan hukum dan Perkembangan dalam

Yurisprudensi” (Dikutip dari Rosa Agustina,op.cit). hal.38.

% pasal 1365 KUHPerdata.
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1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

3. Bertentangan dengan kesusilaan.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*°

3. Risiko dan Tanggung Jawab dalam Jual Beli Borongan.

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian
tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan
keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan saat ini.
Risiko juga berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab baik
tanggung jawab yang ditimbulkan karena kontrak atau
perjanjian maupun peraturan perundang —undangan.**

Resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidak
pastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang
mungkin terjadi. Ada beberapa cara untuk menangani sebuah
risiko, antara lain:

- Menghindari (avoidance);

- Mencegah (prevention);

- Mengalihkan (transfer); dan

- Menerima (retention);*

** Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum " (Pasca Sarjana FH Universitas
Indonesia, 2003), hal. 117.

* Sri Hayati, “Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga
Keuangan Mikro” (Yogyakarta: Andi Offset, 2017) Hal.83-84.

*2 Soemarmo, “Resiko dan cara menanganinya”.(Dalam http:/slidetodoc.com). Diunduh
pada 23 agustus 2021.
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Asuransi merupakan cara untuk mengatasi sebuah risiko dengan
cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Seseorang yang memiliki
risiko baik itu karena harta kekayaan maupun tanggung jawab hukum,

dapat dialihkan kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi).*?

Pihak yang mengalihkan risiko tersebut adalah pihak yang
tertanggung, dan pihak yang menerima pengalihan risiko itu adalah pihak
penanggung. Dengan menerima pembayaran premi, pihak penanggung
menanggung pihak tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang tidak

pasti yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung.**
4. Akibat Hukum dalam Perdata Islam
a. Prestasi (Zimmah)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Prestasi
adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang. Prestasi juga
berarti pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan

perjanjian antara pihak yang melakukan perikatan (iltizam).*®

Para fugaha lebih sering menggunakan kata Prestasi dengan
istilah terisinya zimmah dengan suatu hak atau suatu kewajiban.
Zimmah secara harfiah berarti tanggungan, sedangkan secara
terminologi berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat

menampung hak atau suatu kewajiban. Zimmah juga dapat didefinisikan

* Abdulkadir Muhammad. “Hukum Asuransi Indonesia” (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999) Hal. 117.

* Ibid, Hal. 144.

> Yandani Mei Sastika, “Studi komparatif ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah”. Diakses pada 26 oktober 2021.
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terisinya zimmah seseorang dengan hak atau kewajiban itu dapat

digunakan untuk mendefinisikan perikatan dalam hukum islam.*®

Prestasi dalam hukum Islam adalah terisinya zimmah seseorang
atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang
lain. Dalam hukum perjanjian Islam juga mengenal objek akad, karena
hal seperti ini adalah wajar objek tersebut yang menjadi sasaran yang
hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak
ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin
para pihak dapat melaksanakan prestasinya apabila prestasi itu tidak ada

dan tidak jelas.”’
b. Wanprestasi (Dhaman al-aqd)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah diatur
mengenai Wanprestasi atau Dhaman Al-Agd atau ingkar janji atau
cedera janji. Seseorang wajib menghormati dan mematuhi setiap
perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh
karena itu, pihak tertanggung tidak diperkenankan atau diharamkan
untuk ingkar janji dan tidak melaksanakan perikatan yang telah

dibuat.*®

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 KHES, yang

berbunyi: “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan

*® Mohammad Akbar Aziz, Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan
Hukum Perdata Indonesia. Thesis UIN Sunan Kalijaga. 2012. Hal. 67.

*" Ibid. Hal 68.

8 Andri Soemitro, “Hukum Ekonomi Syariah dan Figih Muamalah di Lembaga
Keuangan dan Bisnis Kontemporer” (Jakarta: Kencana, 2019). Hal. 56.
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surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar
janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam
akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang

ditentukan”*®

Hukum Islam memandang bagi mereka yang melakukan
Wanprestasi dengan adanya unsur sengaja, maka baginya diberikan
predikat sebagai seseorang yang munafig, yaitu bahwa mereka tidak
melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya.
Kewajiban yang harus dipenuhi harus segera dilakukan dan tidak boleh
ditunda-tunda terlebih lagi apabila hal itu adalah sebuah kesepakatan
dalam sebuah perikatan yang mempunyai jatuh tempo untuk

pememnuhan kewajibannya.”

Dalam figih muamalah, beban sanksi hukum yang diberikan
akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut dengan Dhaman Al-
Aqd. Melanggar atau mengkhianati suatu akad perjanjian merupakan

suatu tindakan yang dilarang oleh Hukum dan Agama.™

c. Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah dengan istilah “al-fi’lu al-dharar”. Secara harfiah, al-fi'lu al-
dharar, terdiri dari dua kata yaitu al-fi 'lu yang bermakna perbuatan dan

al-dharar yang bermakna merugikan. Dari rangkaian dua kata tersebut

*9 pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

50 Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung, “Figih Muamalah: Konsep dan Praktik” (Bogor: Azam
Bogor,2014). Hal. 72.

** Ibid. Hal. 73.
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kemudian kata al-fi'lu al-dharar dijadikan padanan pengertian secara
bahasa terhadap perbuatan melawan hukum. >

Dalam Hukum Perdata Islam, semua perbuatan yang
menyebabkan kerugian bagi orang lain, masuk dalam perbuatan
melawan hukum. Akibat Perbuatan Melawan Hukum (al-fi'lu al-
dharar) pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang
dilakukan menjadi sebab kerugian pada orang lain.>®

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenal perbuatan
melawan hukum, baik secara positif maupun negatif, dan keduanya
dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 450 ayat (2) dan (3)
KHES menyatakan bahwa : “Perusakan dapat terjadi dengan
perbuatan langsung dan tidak langsung, serta dilakukan secara sengaja
dan tidak sengaja. Perusakan yang dilakukan secara sengaja wajib
membayar ganti rugi, dan perusakan tidak langsung yang terjadi
karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi”.>*

Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu
dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum ekonomi syariah
adalah 1a dharar wa & dhirar, artinya syariat Islam melarang adanya

perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Hal ini berdasarkan

52 Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017) Hal.142.

5% Amran Suadi, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”. (Prenada Media,
Jakarta:2007) hal.87.

> Pasal 450 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



26

keterangan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
yang berbunyi:>

LY D5 Y5 D G sy il lem i 4o s 8
“Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh memudaratkan
oleh lain dan tidak boleh dimudaratkan”.

Setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan
secara sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab
terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. Apabila si pelaku
tidak mampu memberikan ganti rugi atau kerusakan yang diakibatkan
oleh perbuatannya, seperti orang gila dan anak-anak yang masih belum
baligh maka tanggung jawab harus dipikul oleh walinya. Kewajiban
memberi ganti rugi dalam Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk
menjaga dan memeliharta harta benda dari segala kehancuran dan
kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal

yang membahayakan.>®

> Alda Kartika Yudha, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum” (Studi Komparasi
antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. (Ull :
2018)

*® Muhammad Isna Wahyudi, “Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pendekatan dan
Penerapan Perbuatan Melawan Hukum” (Bandung : Mandar Maju. 2014). Hal. 116.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

Proses penenlitian ini menggunakan beberapa metode, dengan tujuan agar
mendapatkan hasil penelitian yang maksimal serta secara objektif. Maka dari itu
metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Lokasi dan Jenis Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa
penelitian lapangan atau field research, dengan tujuan untuk mempelajari
secara khusus terkait kejadian yang melatarbelakangi keadaan sosial,
individu, kelompok bahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang ada pada
sosial tertentu secara mendalam, harapannya dapat menghasilkan
gambaran yang teroganisir secara lengkap dan akurat. Penelitian ini akan
fokus dalam mendalami penerapan interaksi jual beli sayur-sayuran
dengan sistem borongan di lokasi penelitian yaitu di Pasar Taman Cari,
Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini bertempat di Pasar Taman Cari,
Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Penelitian ini berfokus pada
fenomena praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan untuk

dapat memudahkan penulisan dalam memperoleh informasi berupa data-
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data yang kongkrit guna menyelesaikan penulisan ini.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan yuridis normatif
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan proses
mengkaji permasalahan yang ditinjau dari hukum islam terhadap
sumber permasalahan secara langsung yakni transaksi jual beli sayur-
sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari,
Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.
C. Sumber Data

Penelitian ini didapatkan dari lapangan secara langsung yang kemudian
dihimpun untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti memilih
narasumber yaitu lbu Suwarni, seorang pedagang sayur-sayuran dan Bapak
Sunardi sebagai pemborong sayur-sayuran. Agar dapat menghasilkan
informasi yang saling berkaitan satu dengan yang lain baik pihak penjual
maupun pihak pembeli.

Peneliti telah mewawancarai dan menggali informasi kepada pedagang
yaitu Ibu Suwarni yang proses transaksi jual belinya menggunakan sistem
borongan. Peneliti juga mewawancarai dan menggali informasi kepada
seorang pemborong sayur-sayuran yang bernama Pak Sunardi.

Pedagang sayur-sayuran dan para pemborong tersebutlah yang menjadi

sumber data utama pada penelitian ini yang berlokasi di Pasar Taman Cari,
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Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
Terdapat tiga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan pemerolehan data secara langsung
yang didapatkan oleh peneliti dari objek penelitian.’"Teknik yang
digunakan dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling, yaitu
pengambilan data melalui beberapa sempel untuk memenuhi kebutuhan
dan kepentingan penelitian.® Dalam penggunaan purposive sampling
dalam penelitian, dengan menunjuk objek yang dijadikan sampel
berdasarkan ciri dan sifat yang memiliki keterkaitan denagan populasi
terdahulu yang sudah diketahui.*®
Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti di lapangan
dari hasil wawancara langsung dengan :
- Ibu Suwarni selaku pedagang sayur-sayuran
- Bapak Sunardi selaku pemborong sayur-sayuran
Pada penelitian ini sumber data primer atau sumber data original
yang digunakan ialah pedagang dan pemborong yang biasa melakukan
praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan di Pasar Taman
Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. ”’

2. Sumber data sekunder

" Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung:
Alfabeta, 2012), hal.137.

*1bid.

Moh. Kasiram, “Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif> (Yogyakarta: UIN-
Maliki Press, 2008), hal. 263.
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Sumber data sekunder merupakan penguat yang erat kaitannya
dengan sember data primer.®°
Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian
ini diantaranya berupa buku, karya ilmiah, surat, majalah, koran, serta
hasil dari penelitian terdahulu®.
3. Sumber data tersier
Sumber data tersier merupakan informasi yang relevan dan kongkrit
yang dijadikan bahan serta referensi untuk menguatkan sumber data
primer maupun sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam
penelitian ini diantaranya berupa internet, artikel, jurnal yang menjelaskan
terkait peraturan, serta undang-undang, dan sumber lainya.®
D. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data pada penelitian ini meliputi :
1. Wawancara
Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung, guna
mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan pokok
masalah tertentu.®
Metode wawancara ini mengunakan sistim bebas terampil,

dengan maksud supaya peneliti dapat menanyakan apa saja terkait

% Suratman dan Philips Dillah, “Metodologi Penelitian Hukum” (Bandung: Alfabeta,
2014), hal. 67.

*!bid, 51.

*Ibid. 66.

® Masruhan, “Metode Penelitian Hukum”, (Surabaya:Hilal Pustaka,2013), hal. 235.
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pokok masalah, serta narasumber berhak merespon sesuai kehendaknya.
Serta wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan
mengajukan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan. Dengan
demikian peneliti memperoleh gambaran luas tentang bagaimana
praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan di Pasar Taman
Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Sasaran dalam tekhnik pengumpulan data berupa wawancara ini
adalah pedagang sayur-sayuran yaitu : lbu Suwarni, dan pemborong
yang biasa membeli dagangan para penjual sayur-sayuran di Pasar
Taman Cari, yaitu : Bapak Sunardi yang peneliti wawancarai guna
mengetahui dan menggali informasi terkait penelitian tentang jual beli

sayur-sayuran dengan sistem borongan ini.
2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui
gambar, foto, tulisan maupun cetakan. Dokumentasi memiliki peran
sangat penting untuk memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian,
sebab dapat dijadikan bukti fisik sebagai penguat dalam penelitian.
Fungsi dari dokumentasi adalah sebagai alat bukti suatu penelitian dan
juga menjadi pembanding penelitian satu dengan yang terdahulu.

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

berfikir induktif, berdasarkan beberapa bukti dan fakta yang telah didapat,
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peneliti harus mengambil kesimpulan (pembentukan hipotesis) dari

penelitian tersebut.®*

Penggunaan penelitian kualitatif ini berupa teknis analisis data dengan
cara induktif, yaitu pemerolehan fakta atau bukti di lapangan yang
kemudian dilakukan analisis sehingga dapat memecahkan masalah dari

berbagai kasus yang bersifat individual.®

% Noor Juliyansyah, “Metode Penelitian Skripsi Tesis Dan Karya Illmiah”

(Jakarta:Kencana,2011) hal.17.
®*Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D”, 193



33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Jual Beli Dengan Sistem Borongan di
Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung
Timur

Pasar Taman Cari merupakan pasar yang berada di Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dengan lahan pasar seluas
kurang lebih 2.500 m2, serta jumlah pedagang sebanyak 185 orang.
Sebagai pasar induk di Desa, maka tidak heran jika warga Desa Taman
Cari banyak yang berdagang dan mayoritas warga desa Taman Cari setiap
harinya melakukan transaksi di Pasar Taman Cari. Salah satu transaksi
yang dilakukan di Pasar Taman Cari adalah jual beli Sayur-sayuran

dengan menggunakan sistem borongan.®®

Praktik jual beli borongan ini dilakukan dengan cara mengambil
beberapa contoh sampel sayuran dari sekian banyak sayur-sayuran yang
tertumpuk diatas terpal yang digelar di pelataran pinggiran Pasar Taman
Cari. Tujuannya ialah untuk melihat bagaimana kondisi dan kualitas sayur-
sayuran yang berasal dari para petani sayuran di Desa Taman Cari dan

sekitarnya. ¢’

% Gambaran umum tentang lokasi Pasar Taman Cari
®7 Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur Ibu Sumarni pada tanggal 15 September 2021
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Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli dengan sistem
borongan ini hanyalah melalui lisan dan kepercayaan saja. Apabila kedua
belah pihak telah menjalin kesepakatan berupa ijab dan gabul, selanjutnya
pihak penjual akan memberikan nota kepada pihak pembeli yang berisi
keterangan jenis sayuran dan jumlah nominal harga yang harus dibayarkan
sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.®

Transaksi jual beli sayur-sayuran dengan menggunakan sistem
borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari dalam segi penetapan
harganya hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni
pada saat akad kedua belah pihak akan berunding mengenai berapa
besaran harga sayuran tersebut. Setelah kedua belah pihak bersepakat
mengenai harga sayuran tersebut, pihak penjual akan memberikan nota
yang berisi keterangan jenis sayur-sayuran dan juga nominal harga yang
harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.

Proses pembayaran dalam jual beli sistem borongan ini biasanya
tidak langsung diserahkan kepada pihak pembeli, melainkan
pembayarannya dilakukan diakhir setelah sayur-sayuran tersebut telah
diangkut ke dalam bak mobil Pick Up milik pembeli tersebut. Namun,
pada masa pembayarannya, jumlah nominal harga penjualan sayur-sayuran
tersebut diturunkan oleh pihak pembeli, sehingga harganya tidak sesuai

dengan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pembeli. Hal ini tentu

%8 \Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur Ibu Suwarni pada tanggal 15 September 2020



35

tidak sesuai dengan perjanjian mengenai nominal harga yang harus
dibayarkan pihak pembeli kepada pihak penjual.

Praktik jual beli sayur-sayuran dengan menggunakan sistem
borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini sudah sejak dahulu sampai
sekarang masih marak terjadi. Sejak dahulu masih ada oknum-oknum
pemborong yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari
kelebihan barang dan jumlah harga yang diturunkan secara sebelah pihak
yang mengakibatkan nominal harganya tidak sesuai dengan kesepakatan
diawal pada saat perjanjian, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi
pihak penjual sayur-sayuran tersebut.®

B. Akibat Hukum Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Taman Cari,
Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Praktik jual beli sayuran sistem Borongan di Pasar Taman Cari ini
menimbulkan 2 akibat hukum, vyaitu bentuk Wanprestasi dan juga
Perbuatan Melawan Hukum. Karena pada kenyataan yang peneliti
dapatkan dari lapangan, unsur dan kriteria kedua akibat hukum tersebut
terdapat dalam praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan
yang terjadi di Pasar Taman Cari ini.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana
seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam
perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi

dapat juga terjadi dimana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya

% Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur Ibu Suwarni pada tanggal 25 September 2021
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yang ditentukan dalam undang-undang

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan
(atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-
undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis
yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan
semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”

. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Sistem
Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten
Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan,
praktik jual beli borongan ini menimbulkan akibat hukum berupa
Wanprestasi, yang dilakukan oleh pihak pembeli, karena dalam praktiknya
pada saat agad baik pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama telah
bersepakat mengenai total harga yang harus dibayarkan oleh pihak
pembeli, namun pada masa pembayarannya, pihak pembeli melanggar
perjanjian tersebut atau tidak menepati sebagaimana yang telah disepakati
pada saat perjanjian dikarenakan pihak pembeli tidak membayarkan sayur-

sayuran tersebut sesuai dengan perjanjian diawal pada saat akad,
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melainkan harga sayuran tersebut diturunkan oleh pihak pembeli.”

Pada praktik jual beli sayur-sayuran dengan menggunakan sistem
borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini juga terdapat unsur suatu
Perbuatan Melawan Hukum. Sebab pada praktik jual beli sayur-sayuran
secara borongan ini pihak pembeli melakukan tipu daya kepada pihak
penjual sayur-sayuran sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual
sayur-sayuran, yang disebabkan oleh tidak sesuainya harga yang
dibayarkan pihak pembeli kepada pihak penjual, karena pada masa
pembayarannya nominal harga dari penjualan sayur-sayuran tersebut tidak

sesuai dengan harga kesepakatan diawal pada saat perjanjian.

Sehingga dalam hal ini, pihak penjual sayur-sayuran merasa
dirugikan dengan banyaknya jumlah sayur-sayuran yang dijual tersebut
kepada pihak pembeli namun total harga penjualan sayuran tersebut
diturunkan oleh pihak pembeli. Yang mana setiap perbuatan yang
mengakibatkan kerugian bagi satu pihak, maka digelari sebagai Perbuatan

Melawan Hukum

Berdasarkan kenyataan tersebut, pihak pembeli telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian bagi pihak
penjual, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata,

yaitu: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

7% Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur Ibu Suwarni pada tanggal 25 September 2021
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kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.”

™ pasal 1365 KUHPerdata.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan praktik jual beli sayur-sayuran di Pasar Taman
Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur telah sampailah

pada akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli Sayur-sayuran yang terjadi di Pasar Taman Cari ini
terjadi 2 akibat hukum, yaitu bentuk:
- Wanprestasi.

Hal ini terjadi dikarenakan pihak pembeli telah melanggar
perjanjian yang telah disepakati dengan pihak penjual, dalam
hal nominal harga pada saat pembayaran sayur-sayuran tersebut
pada masa pembayarannya pihak penjual tidak membayarkan
sayur-sayuran tersebut sesuai dengan harga yang telah
diperjanjikan.

- Perbuatan Melawan Hukum

Hal ini terjadi dikarenakan kegiatan jual beli sayur-sayuran
tersebut terdapat unsur penipuan yang telah menimbulkan
kerugian salah satu pihak, yaitu pihak penjual sayur-sayuran.
Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak penjual
sayur-sayuran.

Dalam Islam, manusia diperbolehkan untuk mendapat

kekayaan dengan cara yang baik, namun sangat tidak
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dibolehkan jika terdapat unsur gharar dan juga kedzaliman pada
diri sendiri dan juga orang lain seperti menipu, mengurangi
timbangan, suap-menyuap, dan segala bentuk kegiatan yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang

terlibat dalam transaksi tersebut.

A. Saran

Meskipun selama ini praktik jual beli sayur-sayuran yang terjadi di
Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur
ini belum pernah menimbulkan perselisihan secara langsung antara penjual
dan pembeli, alangkah baiknya jika dalam pelaksanaan jual beli sayur-
sayuran dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di Pasar
Taman Cari ini disesuaikan dengan kertentuan praktik jual beli yang telah
diatur oleh hukum yang berlaku, baik hukum Agama maupun Hukum
Perdata, terutama dalam kejelasan dan kepastian soal harga nominal dan
juga waktu pembayarannya. Sehingga pihak-pihak yang melakukan akad
akan mendapatkan kepastian dan kepercayaan secara lebih, agar tidak ada
pihak yang merasa dirugikan, serta tidak menimbulkan adanya unsur

gharar yang tidak baik didalam jual beli sayur-sayuran tersebut.
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A. Wawancara

I. Wawancara Kepada Pedagang Sayur-sayuran

a.

Apa vyang melatarbelakangi anda menjual sayur-savuran dengan
menggunakan sistem borongan?

Bagaimana proses transaksi jual beli dengan menggunakan sistem
borongan yang anda lakukan?

Apa permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli sayur-sayuran
dengan sistem borongan tersebut?

Apakah ada upaya agar transaksi dengan sistem borongan tersebut tidak
menimbulkan suatu permasalahan?

Siapa yang paling beresiko menanggung kerugian didalam transaksi jual
beli sistem borongan tersebut?

Siapa yang akan bertanggung jawab jikalau terjadi permasalahan dalam

transaksi jual beli sistem borongan tersebut?

2. Wawancara Kepada Pemborong Sayur-sayuran

da,

Apa yang melatarbelakangi anda menjual sayur-sayuran dengan
menggunakan sistem borongan?
Bagaimana proses transaksi jual beli dengan menggunakan sistem

borongan yang anda lakukan?
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¢. Apa permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli savur-sayuran
dengan sistem borongan tersebut?
d. Apakah ada upaya agar transaksi dengan sistem borongan tersebut tidak

menimbulkan suatu permasaiahan?

a

Siapa vang paling beresiko menanggung kerugian didalam transaksi Jual
belt sistem borongan tersebut?
f. Siapa yang akan bertanggung jawab jikalau terjadi permasalahan dalam

transaksi jual beli sistem borongan tersebut?

B. Dokumentasi
a. Sejarah Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung
Timur.
b. Denah Lokasi Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten
Lampung Timur.
c. Bukti transaksi jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan berupa

nota.

Metro, 15 September 2021
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2 Macam-macam Akibat Hukum

(D)

- Resiko dan Tanggung Jawab dalam Jual Beli Borongan

4. Akibat Hukum dalam Perdata Islam

METODE PENELITIAN

A. Jems dan Sifat Penelitian

B. Pendekatan Penelitian

C. Sumber Data

D. Tekhnik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisa Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Adalah anggota Perpustakaan Insfitul Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Fahun Akademilk 2021 /2022 dengan nomor anggota 1602090072

mMenuul dala yang ada pada kami, nama lersebul di alas dinyaiakan bebas
adiministrasl Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Sural Kelerangan ini dibual, agar dapat dipergunakan seperiunya.

Metro, 10 November 2021
Kepala Perpustakaan

Pyadwn.

Dr. Ag'ad, S. Ag., S. Hum,, MH.
NIR18750505 200112 1 002 g
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Anggi Gita Wahyudi, lahir
pada tanggal 05 desember 1997 di Tanjung Karang,
Kabupaten Lampung Selatan, dari pasangan Bapak
Sunardi dan Ibu Suwarni. Peneliti merupakan anak
pertama dari 2 bersaudara, dengan adik tercinta yang

bernama Bagus Adi Irawan.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formilnya di SD Negeri 02 Hajimena,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2010, Jenjang
sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri |
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2013, kemudian
melanjutkan pada SMK Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur, lulus pada tahun
2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Metro (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester | Tahun
ajaran 2016/2017, yang kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro
beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung,
sehingga program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam berubah

menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.



